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PALU, MERCUSUAR - Belanja bantuan
sosial (Bansos) dan hibah tahun 2013 tidak
dirinci dalam prioritas dan plafon anggaran

sementara (PPAS).

Pemerintah Kota Palu

berdalih belum mengetahui siapa saja
penerima tahun 2013 karena belum adanya
proposal permohonan yang masuk ke Pemkot.

Hal ini disayangkan anggota
DPRD Kota Palu. Sebab mengacu
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011, belanja
Bansos dan hibah harus masuk
dakm lampiran PPAS. “Ini yang
mau-saya ingatkan,” kata Wakil
Ketua Dekot, Wiwiek Jumatul
Rofiah saat rapat bersama Pe-
merintzh Kota Palu membahas

~rancangan kebijakan umum
anggaran (RKUA) dan PPAS ta-
hun 2013 di ruang sidang uta-
ma Dekot, Selasa (3/7).

Wiwiek juga mengingatkan
Pemkot karena belum adanya
peraturan walikota (Perwali)

yang memuat sasaran pembe-
rian Bansos dan hibah tahun
2013. “Kita juga harus tahu Per-
wali seperti apa tentang Bansos
dan hibah. Karena pada 2011,
menurut BPK ada dua Perwali
yang bertentangan dengan un-
dang-undang. Makanya kami
harus tahu sejak awal sebelum
dibahas,” jelas politisi Partai
Keadilan Sejahtera ini.

Anggota Badan Anggaran De-
kot kinnya juga sepakat Bansos
dan hibah dibahas lebih awal
agar pembagiannya nanti sesuai
aturan sehingga parlemen juga
bisa ikutmengawasidan mem-

pertanggungjawabkan penggu-
naan dana bantuan itw.

Anggota Tim Anggaran Peme-
rintah Daerah (TAPD) Pemkot,
Suhirman mengatakan pihak-
nya belum merinci siapa saja pe-
nerima Bansos untuk tahun de-
pan lantaran belum adanya pro-
posal permohonan dari organi-
sasi atau kelompok sasaran Ban-
sos yang masuk. “Kalau di-
umumkan, kita kewakhan untuk
membendung proposal yang
masuk,” tandas Kepala Dinas
Pendapatan Pengelohan Keua-
ngan dan Aset Daerah Kota Palu
ini.

[a juga memastikan jika Per-
wali tentang pemberian Bansos
dan hibah untuk tahun 2013 su-
dah terbit la sekaligus berjanji
Perwali tersebut segera ditem-
buskan ke Dekot.

]

HIBAH DAN BANSOS
Sebelumnya, BPK Perwakilan
Sulteng menyatakan sebagian

belanja hibah dan Bansos Pem-
kot sehmatahun 2011 tidak ter-
kendali. BPK menemukan sebe-
sar Rp43 juta kebih belanja hibah
dan Bansos tidak tertib dan ti-
dak tepat sasaran.

Antara hin yang dipermasa-
lahkan BPK adakh ada organisa-
si penerima yang mendapat
bantuan sampai tiga kali, pada-
hal seharusnya hanya sekali se-
tahun.. Sebagian lagi justeru di-
berikan Lgepada sejumkh orga-
nisasi dafi perorangan untuk ke-
giatan yang sudah dilaksanakan
pada tahun 2010.

Menurut BPK, tidak terken-
dalinya belanja hibah dan Ban-
sos ini karena Pemkot baru me-
netapkan Peraturdn Walikota
Nomor 35 tahun 2011 tentang
cara pemberian dan pertang-
gung jawaban subsidi, hibah,
bantuan sosial dan bantuan ke-
uangan pada 13 Desember 2011.

Hal ini melanggar Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun

A B
Suhirman

2005 tentang pengelolan keua-
ngan daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
59 tahun 2007 tentang pedoman.
pengelolaan keuangan daerah.
Walikota juga tidak mengatur
secara jelas mengenai kriteria
penerima bantuan, syarat dan
berkas pengajuan permohonan
bantuan, serta batasan maksi-
mal pemberian bantuan.
Secara umum, pada tahun
2011, total belanja hibah Pem-
kot Palu sebesar Rp 18,5 miliar
lebih dan baru terealisasi
Rp10,9 miliar atau 59,13 persen.
Sedangkan Bansos dianggarkan
sebesar Rp11,2 miliar kebih dan
telah direalisasikan sebesar Rp
9,4 miliar atau 84 persen. par










